Ulin - J Hut Trop 9 (2): 449-454
September 2025

pISSN 2599 1205, eISSN 2599 1183
DOI: http://dx.doi.org/10.32522/ujht.v9i2.19842

Evaluasi Penerapan Standar Keselamatan Kebakaran pada Industri Pengolahan Kayu di
Kalimantan Timur

Syamsu Eka Rinaldi®, Septina Asih Widuri
Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BSILHK), JI. Soekarno-Hatta Km. 38
Rt 009 Kelurahan Sungai Merdeka, Kecamatan Samboja

*Email: se.rinaldi@yahoo.com

Artikel diterima : 13 Juni 2025. Revisi diterima : 20 Agustus 2025.

ABSTRACT

This study evaluated the implementation of fire safety standards in long-established wood processing industries in East
Kalimantan. A descriptive-evaluative approach was applied through field observations, interviews, and document analysis
in three selected industries. Each was assessed using 15 technical parameters based on Indonesian National Standards and
KLHK guidelines. The results showed compliance levels varied from moderate to very high. Financial constraints and
the age of the companies were the main barriers. Basic requirements such as evacuation routes and fire extinguishers
(APAR) were generally fulfilled, but documentation, training, and internal audits remained weak. The study recommends
incentive-based retrofitting policies, risk-based audits, and technical capacity building to strengthen fire safety
transformation in the wood processing sector.
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ABSTRAK

Penelitian ini mengevaluasi penerapan standar keselamatan kebakaran pada industri pengolahan kayu lama di Kalimantan
Timur. Pendekatan deskriptif-evaluatif digunakan melalui observasi lapangan, wawancara, dan analisis dokumen pada
tiga industri yang dipilih secara purposif. Penilaian dilakukan dengan 15 parameter teknis mengacu pada Standar Nasional
Indonesia dan pedoman KLHK. Hasil menunjukkan tingkat kepatuhan bervariasi dari sedang hingga sangat tinggi. Faktor
penghambat utama adalah keterbatasan finansial dan usia perusahaan. Persyaratan dasar seperti jalur evakuasi dan APAR
umumnya sudah tersedia, namun aspek dokumentasi, pelatihan, dan audit internal masih lemah. Penelitian ini
merekomendasikan kebijakan retrofitting berbasis insentif, audit berbasis risiko, serta peningkatan kapasitas teknis untuk
memperkuat transformasi keselamatan kebakaran di sektor industri pengolahan kayu.

Kata kunci: keselamatan kebakaran, Kalimantan Timur, standar nasional, audit keselamatan, industri pengolahan kayu

PENDAHULUAN

Industri pengolahan kayu merupakan sektor
strategis yang berkontribusi terhadap penyediaan
bahan bangunan, furnitur, dan ekspor hasil hutan.
Aktivitas produksinya menghasilkan akumulasi
serbuk gergaji, resin, serta penggunaan pelarut
kimia dan mesin panas yang meningkatkan risiko
kebakaran (Afriza & Dewi, 2024). Data KLHK
(2020), menunjukkan sebagian besar kawasan hutan
produksi masih minim sistem keselamatan
kebakaran  terintegrasi. = Akibatnya, insiden
kebakaran di industri kayu kerap terjadi akibat
lemahnya proteksi dan standar pencegahan.

Kalimantan Timur, terutama di Samarinda dan
Tenggarong, mengalami pertumbuhan industri
pengolahan kayu yang pesat. Kondisi terbaru di
lapangan memperlihatkan bahwa sebagian besar
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perusahaan hanya memenuhi persyaratan dasar
seperti jalur evakuasi dan alat pemadam api ringan
(APAR), sementara aspek dokumentasi, pelatihan,
dan audit internal belum berjalan optimal. Situasi ini
menimbulkan kerentanan serius, terutama pada
industri lama dengan infrastruktur keselamatan
yang usang (Badan Standardisasi Instrumen
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023).

Berbagai regulasi teknis sebenarnya telah
tersedia, seperti SNI 03-1746-2000 tentang jalur
evakuasi, SNI 03-3985-2000 tentang sistem deteksi
dan alarm kebakaran, serta SNI 03-6570-2001
mengenai instalasi pompa tetap. Namun,
implementasi regulasi tersebut masih terkendala
biaya pembaruan peralatan, keterbatasan teknis,
serta lemahnya pengawasan (Saharjo, 2022;
Syaufina dkk., 2024).
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Beberapa penelitian terdahulu menekankan
pentingnya pelatihan keselamatan bagi pekerja
(Fitriani dkk., 2019), dukungan teknologi deteksi
dini (Sitanggang dkk., 2022), serta integrasi
kebijakan restorasi gambut sebagai pencegahan
struktural (Kiely dkk., 2021; Purnomo dkk., 2024).
Namun, kajian yang secara khusus mengevaluasi
penerapan standar keselamatan kebakaran pada
industri pengolahan kayu lama di tengah
perkembangan kawasan industri Kalimantan Timur
masih terbatas.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penilaian
sistematis terhadap implementasi 15 parameter
keselamatan kebakaran berbasis Standar Nasional
Indonesia dan pedoman KLHK. Evaluasi dilakukan
dengan memperhatikan kesiapan teknis, kondisi
finansial, dan usia perusahaan. Analisis juga
diperluas pada dimensi kelembagaan dengan
menilai peran audit internal dan eksternal yang
kerap  diabaikan dalam  praktik  industri
(Budiningsih dkk., 2022; Syaufina, 2018).

Permasalahan yang dikaji adalah sejauh mana
industri pengolahan kayu di Kalimantan Timur
menerapkan standar keselamatan kebakaran secara
efektif, serta faktor penghambat yang menyebabkan
kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan.
Penelitian ini tidak hanya memetakan tingkat
kepatuhan, tetapi juga menyoroti keterbatasan
struktural dan finansial yang memperlambat
transformasi keselamatan industri.

Tujuan penelitian adalah mengevaluasi tingkat
penerapan standar keselamatan kebakaran pada
industri pengolahan kayu di Kalimantan Timur,
sekaligus  mengidentifikasi hambatan  serta
menawarkan solusi melalui kebijakan insentif dan
pembinaan teknis adaptif. Temuan penelitian
diharapkan dapat memperkuat sistem keselamatan
kerja yang lebih responsif terhadap tantangan
kawasan industri kehutanan di Indonesia.

BAHAN DAN METODE

Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kalimantan Timur
pada tiga industri pengolahan kayu yang berlokasi
di Samarinda dan Tenggarong. Pemilihan lokasi
didasarkan pada konsentrasi industri kayu di
wilayah tersebut yang memiliki tingkat kerentanan
kebakaran tinggi. Kegiatan penelitian berlangsung
selama enam bulan, yaitu dari April hingga Oktober
2023.

Sampel Penelitian
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Tiga industri dipilih secara purposif dengan
kriteria merupakan industri lama yang telah
beroperasi sejak dekade 1990-an, memiliki skala
usaha menengah hingga besar, serta memberikan
akses data dan bersedia dilakukan observasi
lapangan. Ketiga industri tersebut dinilai
representatif untuk menggambarkan kesenjangan
antara penerapan standar modern dan praktik aktual
di lapangan.

Variabel Penelitian

Variabel penelitian difokuskan pada 15
parameter teknis keselamatan kebakaran yang
mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI)
dan pedoman KLHK. Parameter tersebut mencakup
aspek legalitas usaha, ketersediaan APAR, jalur
evakuasi, sistem deteksi asap dan alarm, kesiapan
pompa pemadam tetap, hydrant, pelatihan sumber
daya manusia, dokumentasi keselamatan, audit
internal dan eksternal, koordinasi dengan instansi
pemadam kebakaran setempat, rencana proteksi
kebakaran, sertifikasi peralatan keselamatan, serta
mekanisme tanggap darurat. Keseluruhan parameter
ini digunakan untuk menilai tingkat kepatuhan
industri terhadap standar yang berlaku.

Prosedur Pengumpulan Data

Data primer diperoleh melalui observasi
langsung terhadap sarana dan prasarana proteksi
kebakaran = menggunakan borang penilaian,
wawancara semi-terstruktur dengan manajer teknis,
petugas K3, dan operator sistem kebakaran untuk
mengidentifikasi kendala implementasi, serta
verifikasi lapangan terhadap dokumen pendukung.
Sementara itu, data sekunder diperoleh dari
dokumen internal perusahaan, seperti rencana
proteksi kebakaran, catatan pelatihan, sertifikat
APAR, dan hasil audit internal, serta dari peraturan
dan pedoman resmi KLHK yang berkaitan dengan
standar keselamatan kebakaran,

Analisis Data

Skor total dari tiap industri dikonversi ke dalam
lima kategori, yaitu sangat rendah, rendah, sedang,
tinggi, dan sangat tinggi. Analisis dilakukan secara
kuantitatif dengan menghitung skor rata-rata
kepatuhan, serta kualitatif dengan menafsirkan hasil
wawancara. Data kemudian disajikan dalam bentuk
profil  industri, tabel, dan grafik untuk
memperlihatkan aspek dominan maupun lemabh,
yang selanjutnya menjadi dasar dalam perumusan
rekomendasi teknis dan kebijakan sesuai kondisi
aktual di lapangan.
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Gambar 1.

Diagram 15 parameter penilaian keselamatan
kebakaran pada industri pengolahan kayu.
Parameter mencakup aspek legalitas usaha,
ketersediaan APAR, jalur evakuasi, sistem deteksi
asap dan alarm, kesiapan pompa pemadam, hydrant,
pelatihan sumber daya manusia, dokumentasi
keselamatan, audit internal dan eksternal,
koordinasi dengan instansi pemadam kebakaran,
rencana proteksi kebakaran, sertifikasi peralatan
keselamatan, serta mekanisme tanggap darurat.
Nilai setiap parameter ditetapkan pada rentang skor
0-3 sesuai standar SNI dan pedoman teknis KLHK.
Visualisasi ini memudahkan identifikasi aspek
dominan maupun lemah sebagai dasar perumusan
rekomendasi teknis dan kebijakan.Data sekunder
diperoleh dari dokumen internal perusahaan yang
meliputi rencana proteksi kebakaran, catatan
pelatihan petugas pemadam internal, sertifikat alat
pemadam api ringan (APAR), dan hasil audit

15 Parameter Penilaian Keselamatan Kebakaran

internal. Dokumen teknis tersebut diverifikasi di
lapangan untuk memastikan kesesuaiannya dengan
kondisi aktual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengidentifikasi tantangan
sistemik dalam implementasi standar keselamatan
kebakaran di industri pengolahan kayu di wilayah
Kalimantan Timur. Temuan utama menunjukkan
bahwa rendahnya kepatuhan terhadap standar
modern bukan disebabkan oleh kurangnya
kesadaran teknis, melainkan oleh keterbatasan
ekonomi, lemahnya insentif, dan belum adanya
kebijakan afirmatif yang adaptif terhadap
karakteristik industri lama. Ringkasan tingkat
penerapan standar keselamatan kebakaran di ketiga
industri dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Ringkasan hasil penilaian penerapan standar keselamatan kebakaran

No Nama Industri Lokasi "il;(t):l Predikat Kategori

1 PT Kayu Lapis Asli Murni Samarinda 48  Silver Baik
(Kalamur)
PT Kayu Alam Perkasa Raya Kutai . .

2 (KAPR) Kartanegara 46 Silver Baik

3 PT SLJ Group Tbk Samarinda 57 Gold Sangat Baik

Tabel 1 menunjukkan variasi skor total hasil
evaluasi terhadap tiga industri pengolahan kayu di
Kalimantan Timur. PT SLJ Group memperoleh skor
tertinggi (57) dan dikategorikan dalam predikat
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gold dengan klasifikasi “sangat baik”, menunjukkan
bahwa perusahaan ini telah memenuhi hampir
seluruh parameter teknis yang dievaluasi, termasuk
sistem deteksi dan alarm kebakaran, jalur evakuasi,
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serta dokumentasi dan pelatihan keselamatan.
Sementara itu, PT Kayu Lapis Asli Murni
(Kalamur) dan PT Kayu Alam Perkas Raya (KAPR)
masing-masing memperoleh skor 48 dan 46, dengan
predikat silver dan kategori “baik”. Meskipun
tergolong baik, kedua perusahaan ini masih
menunjukkan kelemahan pada aspek sistem audit
internal dan dokumentasi pelatihan. Perbedaan skor
ini mencerminkan bahwa tingkat penerapan standar
keselamatan kebakaran tidak hanya dipengaruhi
oleh keberadaan sarana proteksi, tetapi juga oleh
tata kelola kelembagaan, umur industri, dan
kapasitas finansial dalam mempertahankan sistem
keselamatan yang berkelanjutan

Industri pengolahan kayu yang didirikan sejak
dekade 1990-an umumnya masih menggunakan
sistem keselamatan berbasis peralatan sederhana
dan peraturan lama. Hal ini menyebabkan adanya
kesenjangan antara regulasi keselamatan kebakaran
yang terus berkembang dengan sistem aktual di
lapangan. Fenomena ini juga terjadi secara global,
sebagaimana dijelaskan oleh Little, (2012), bahwa
infrastruktur industri yang menua menyimpan risiko
sistemik jika tidak disertai dengan kebijakan
pembaruan. Ohio Arson School, (2020) juga
menegaskan bahwa sistem keselamatan pada
infrastruktur lama sering kali rusak, tidak teruji,
atau tidak memenuhi persyaratan teknologi dan
beban bangunan saat ini.

Keterbatasan finansial menjadi penghalang
utama bagi industri untuk melakukan modernisasi.
Kiely dkk., (2021) menunjukkan bahwa investasi
dalam sistem deteksi asap terintegrasi, sprinkler
otomatis, atau sistem pemantauan digital
memerlukan modal besar yang tidak mudah diakses
oleh perusahaan berskala menengah atau yang
mengalami  penurunan pendapatan. Hal ini
diperkuat oleh laporan Strategic Fire, (2022) yang
menyatakan bahwa meskipun secara ekonomi
bermanfaat dalam jangka panjang, sistem
keselamatan kebakaran sering diabaikan oleh
manajemen karena dianggap tidak mendatangkan
keuntungan langsung.

Pada sisi regulasi, Indonesia masih menerapkan
pendekatan satu ukuran untuk semua. SNI dan
peraturan teknis lain diberlakukan secara seragam,
tanpa mempertimbangkan umur industri, status
pembaruan infrastruktur, dan kapasitas manajemen.
Dalam konteks ini, kebijakan nasional dinilai belum
adaptif terhadap realitas industri lama yang
tertinggal dari perkembangan teknologi
keselamatan. Studi oleh Syaufina dkk. (2024)
mengingatkan bahwa kebijakan keselamatan perlu
dirancang berbasis risiko dan bukan hanya
kepatuhan prosedural.

Negara-negara maju telah lama menerapkan
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kebijakan pembaruan keselamatan kebakaran
melalui pendekatan “retrofitting” atau pembaruan
sistem  secara  bertahap. Budlong (2021)
menyarankan bahwa evolusi sistem keselamatan
kebakaran harus mengikuti siklus usia bangunan
dan kemampuan adaptasi pengguna. Di Jepang dan
Singapura, perusahaan lama diberi tenggat waktu
dan  dukungan pembiayaan lunak untuk
memperbarui sistem proteksi kebakaran, sementara
di Indonesia belum ada skema serupa.

Di samping itu, riset oleh Delorme &
Waterhouse, (2022) dan FAO, (2011) menunjukkan
bahwa strategi keselamatan yang paling berhasil
justru adalah yang berbasis insentif dan keterlibatan
komunitas. Pendekatan berbasis komunitas telah
terbukti efektif dalam pengelolaan kebakaran di
area rawan, karena mampu menggabungkan nilai
tradisional dengan teknologi keselamatan modern.
Ini menjadi peluang kebijakan di Indonesia,
terutama untuk kawasan industri kecil dan
menengah.

Dengan melihat semua temuan ini, dapat
ditegaskan bahwa sistem keselamatan kebakaran di
industri pengolahan kayu lama mengalami stagnasi
bukan karena kurangnya pemahaman teknis, tetapi
karena kekosongan kebijakan struktural yang
adaptif. Solusi yang dibutuhkan bukan sekadar
penegakan regulasi teknis, melainkan reformasi
kebijakan yang mencakup pemberian insentif
retrofitting, penyesuaian standar bagi industri
eksisting, dukungan fiskal dan teknis dari negara,
serta integrasi sistem manajemen keselamatan yang
responsif terhadap umur bangunan dan karakteristik
lokal.

Implikasi Kebijakan dan Arah Reformasi
Keselamatan Kebakaran

Retrofitting sebagai Instrumen Kebijakan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa
reformasi sistem keselamatan kebakaran pada
industri pengolahan kayu lama tidak cukup hanya
mengandalkan  regulasi  teknis.  Diperlukan
kebijakan  adaptif  berbasis  risiko  yang
mempertimbangkan kapasitas manajerial dan usia
infrastruktur industri. Salah satu instrumen penting
adalah retrofitting, yaitu pembaruan sistem
keselamatan secara bertahap melalui dukungan
teknis dan pembiayaan Iunak. Pendekatan ini
terbukti efektif di negara maju seperti Jepang dan
Singapura (Budlong, 2021; Purnomo dkk., 2024).
Oleh karena itu, penerapan kebijakan serupa
direkomendasikan di Indonesia, khususnya bagi
industri berbasis sumber daya alam yang telah lama
beroperasi tanpa modernisasi sistem keselamatan.
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Reformasi Audit Internal dan Eksternal

Selain retrofitting, hasil penelitian menekankan
pentingnya pembenahan mekanisme audit internal
dan eksternal. Audit tidak boleh terbatas pada
pemeriksaan sarana fisik, tetapi harus mengevaluasi
dokumentasi, program pelatihan, dan integrasi
sistem manajemen risiko kebakaran. Konsep audit
berbasis risiko telah diadopsi dalam model fire
management unit performance review oleh Forests
Canada dan FAO, yang menilai industri
berdasarkan profil risiko, bukan sekadar kepatuhan
formal terhadap dokumen teknis (Budiningsih dkk.,
2022; Food and Agriculture Organization, 2011;
Syaufina dkk., 2024).

Rekomendasi Strategis

Tiga rekomendasi utama dapat ditarik: (1)
penyusunan regulasi turunan yang mengatur
insentif retrofitting bagi industri berusia lebih dari
20 tahun, (2) pengembangan panduan audit
kelembagaan keselamatan kebakaran berbasis
risiko, dan (3) penguatan kemitraan antara
pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pelatihan
untuk membangun kapasitas SDM teknis yang
memahami sistem proteksi modern (Kiely dkk.,
2021). Rekomendasi ini penting tidak hanya untuk
reformasi sistem keselamatan, tetapi juga untuk
memperkuat citra dan keberlanjutan industri
kehutanan Indonesia di tingkat global.

Reformasi Regulasi Hukum Investasi

Implikasi kebijakan keselamatan kebakaran
juga berkaitan dengan sistem hukum investasi di
Indonesia. Kajian Wuryandari dkk., (2022)
menunjukkan bahwa hukum investasi belum
memiliki kekuatan normatif yang memadai untuk
menindak investor yang mengabaikan kewajiban
perlindungan lingkungan. Meskipun Undang-
Undang Penanaman Modal menyebutkan prinsip
pembangunan berkelanjutan, sanksi yang tersedia
masih lemah dan terbatas pada aspek administratif.
Dalam kasus kebakaran hutan yang melibatkan
korporasi asing, penegakan hukum cenderung
reaktif dan tidak menimbulkan efek jera.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan
standar keselamatan kebakaran pada industri
pengolahan kayu lama di Kalimantan Timur masih
bervariasi, dari kategori sedang hingga sangat
tinggi. Tingkat kepatuhan dipengaruhi oleh usia
industri, kapasitas finansial, serta kesiapan sistem
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manajemen  keselamatan. Kelemahan utama
ditemukan pada aspek dokumentasi, pelatihan, dan
audit internal, sementara persyaratan dasar seperti
jalur evakuasi dan APAR relatif sudah tersedia.

Reformasi keselamatan kebakaran tidak dapat
mengandalkan regulasi semata, tetapi memerlukan
strategi berbasis risiko melalui retrofitting, audit
kelembagaan adaptif, serta dukungan kebijakan
insentif teknis dan fiskal. Pemerintah pusat dan
daerah perlu memperkuat pembinaan keselamatan
kebakaran sebagai indikator pengawasan industri
kehutanan serta membangun kemitraan lintas sektor
untuk meningkatkan kapasitas sumber daya
manusia.

Rekomendasi utama penelitian ini adalah
penyusunan skema retrofitting dengan dukungan
teknis dan pembiayaan lunak, perluasan audit
berbasis risiko yang menilai tidak hanya aspek fisik
tetapi juga tata kelola kelembagaan, serta penguatan
peran pelatihan dan komunitas dalam sistem deteksi
dini dan respons kebakaran. Dengan langkah
tersebut, reformasi sistem keselamatan kebakaran
pada industri lama berpotensi menjadi model
nasional bagi sektor kehutanan dan industri berbasis
sumber daya alam lainnya.
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